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ABSTRACT	

The	 implementation	 of	 e-Government	 through	 application	 at	 the	 Digital	 Identity	
(Disdukcapil)	 of	 Tuban	 Regency	 ams	 to	 enhance	 the	 efficiency	 and	 accessibility	 of	 civil	
registration	 services	 for	 the	 community.	 However,	 the	 adoption	 of	 this	 application	 still	 faces	
various	 challenges,	 including	 low	 levels	 of	 digital	 literacy	 among	 the	 public,	 infrastructure	
limitations,	 and	 technical	 obstacles.	 This	 study	 ams	 to	 evaluate	 the	 effectiveness	 of	 the	 IKD	
application	in	improving	the	quality	of	public	services	and	to	identify	the	barriers	faced	by	the	
community	in	using	this	application.	The	research	method	employed	is	a	qualitative	approach,	
utilizing	interviews	and	observations	with	users	of	the	IKD	application	and	service	officials.	The	
findings	 indicate	 that	although	 the	 IKD	application	has	 significant	potential	 in	 supporting	e-
Government,	 there	 are	 substantial	 barriers	 to	 its	 adoption,	 particularly	 in	 rural	 areas	 with	
limited	 internet	 access.	 Furthermore,	 the	 IKD	application	 is	 seen	 as	 needing	 enhancement	 in	
terms	of	features	and	data	security	to	improve	user	experience	and	trust.	Based	on	these	findings,	
it	 is	 recommended	 that	 the	 government	 strengthen	 its	 outreach	 efforts,	 improve	 application	
features,	 and	 ensure	 user	 data	 security	 so	 that	 the	 IKD	 application	 can	 be	 optimized	 as	 an	
inclusive	and	efficient	public	service	solution.	
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ABSTRAK	

Penerapan	 e-Government	 dalam	 bentuk	 aplikasi	 Identitas	 Kependudukan	 Digital	
(IKD)	di	Dinas	Kependudukan	dan	Pencatatan	Sipil	(Disdukcapil)	Kabupaten	Tuban	bertujuan	
untuk	 meningkatkan	 efisiensi	 dan	 aksesibilitas	 layanan	 administrasi	 kependudukan	 bagi	
masyarakat.	 Namun,	 adopsi	 aplikasi	 ini	 masih	 menghadapi	 berbagai	 tantangan,	 termasuk	
rendahnya	tingkat	literasi	digital	masyarakat,	keterbatasan	infrastruktur,	dan	kendala	teknis.	
Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	mengevaluasi	 efektivitas	 aplikasi	 IKD	 dalam	meningkatkan	
kualitas	pelayanan	publik	 serta	mengidentifikasi	kendala	yang	dihadapi	masyarakat	dalam	
penggunaan	 aplikasi	 ini.	 Metode	 penelitian	 yang	 digunakan	 adalah	 pendekatan	 kualitatif	
dengan	 teknik	 wawancara	 dan	 observasi	 terhadap	 pengguna	 aplikasi	 IKD	 dan	 petugas	
pelayanan.	 Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 meskipun	 aplikasi	 IKD	 memiliki	 potensi	
besar	dalam	mendukung	e-Government,	masih	terdapat	kendala	yang	signifikan	dalam	adopsi	
aplikasi	ini,	khususnya	di	wilayah	pedesaan	dengan	akses	internet	terbatas.	Selain	itu,	aplikasi	
IKD	 dinilaii	 perlu	 ditingkatkan	 dari	 segi	 fitur	 dan	 keamanan	 data	 untuk	 meningkatkan	
pengalaman	 dan	 kepercayaan	 pengguna.	 Berdasarkan	 temuan	 ini,	 pemerintah	 diharapkan	
dapat	memperkuat	upaya	 sosialisasi,	memperbaiki	 fitur	 aplikasi,	 dan	menjamin	keamanan	
data	pengguna	agar	aplikasi	IKD	dapat	dioptimalkan	sebagai	solusi	layanan	publik	yang	efektif	
dan	efisien.	
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Kependudukan	
	
PENDAHULUAN	

Era	 digital	 yang	 semakin	 maju,	 mendorong	 teknologi	 informasi	 dan	
komunikasi	(TIK)	memiliki	peran	penting	dalam	mempercepat	akses	dan	distribusi	
informasi	di	berbagai	bidang,	termasuk	sektor	pemerintahan	(Kusuma	et	al.,	2021).	
Salah	 satu	 implementasi	 utama	 dari	 pemanfaatan	 TIK	 di	 ranah	 publik	 adalah	
pengembangan	E-Government,	 sebuah	 sistem	 yang	 dirancang	 untuk	meningkatkan	
efisiensi,	 transparansi,	 dan	 kualitas	 layanan	 pemerintah	 kepada	 masyarakat.	 E-
Government,	 atau	 pemerintahan	 berbasis	 elektronik,	 adalah	 proses	 transformasi	
layanan	publik	dari	sistem	manual	atau	tradisional	menjadi	sistem	digital	yang	lebih	
modern	dan	responsif	terhadap	kebutuhan	masyarakat	(Rahman	&	Purwanto,	2022).	
Sistem	 ini	 tidak	 hanya	membantu	 pemerintah	 dalam	mempermudah	 proses	 kerja	
internal,	tetapi	 juga	berdampak	langsung	pada	kualitas	layanan	yang	diterima	oleh	
warga	 negara.	 Mengingat	 pesatnya	 perkembangan	 digitalisasi	 dan	 pentingnya	
peningkatan	 kualitas	 pelayanan	 publik,	 implementasi	 E-Government	 kini	 menjadi	
salah	satu	prioritas	strategis	di	berbagai	negara,	termasuk	Indonesia	(Lestari	&	Fajri,	
2022).	

Pada	 dasarnya,	 konsep	 E-Government	 memiliki	 tujuan	 untuk	 memperkuat	
interaksi	 antara	 pemerintah,	 masyarakat,	 dan	 sektor	 swasta.	 Melalui	 sistem	 ini,	
pemerintah	 dapat	 memberikan	 informasi	 dan	 layanan	 yang	 lebih	 mudah	 diakses,	
transparan,	 dan	 akuntabel	 (Syaepudin	 &	 Nurlukman,	 2022).	 E-Government	
mengintegrasikan	berbagai	elemen,	mulai	dari	portal	informasi,	layanan	administrasi	
daring,	hingga	 sistem	manajemen	data	berbasis	cloud	computing	 (Musaddad	et	al.,	
2020).	 Dengan	 memanfaatkan	 teknologi	 digital	 yang	 canggih,	 pemerintah	 dapat	
menghilangkan	hambatan	birokrasi	yang	selama	ini	menjadi	tantangan	utama	dalam	
penyelenggaraan	 layanan	 publik.	 Hal	 ini,	 pada	 gilirannya,	 akan	 memberikan	
pengalaman	yang	lebih	baik	bagi	masyarakat	dalam	mengakses	layanan	pemerintah	
(Nasution	et	al.,	2020).	

Di	Indonesia	sendiri,	pengembangan	E-Government	telah	menjadi	bagian	dari	
rencana	jangka	panjang	pemerintah	untuk	mencapai	tata	kelola	pemerintahan	yang	
lebih	baik	 (Heriyanto,	2022).	Kementerian	Komunikasi	dan	 Informatika	 (Kominfo)	
bersama	beberapa	lembaga	terkait	berkomitmen	untuk	memperluas	implementasi	E-
Government	guna	menciptakan	layanan	publik	yang	lebih	mudah	diakses,	efisien,	dan	
terjangkau	 (Trisudarmo,	 2022).	 Pada	 tahun-tahun	 terakhir,	 beberapa	 layanan	
berbasis	E-Government	 telah	diluncurkan,	 seperti	e-KTP,	 layanan	perizinan	daring,	
aplikasi	pelayanan	kesehatan,	dan	berbagai	layanan	publik	lainnya	yang	bisa	diakses	
melalui	platform	digital	(Irfan	&	Anirwan,	2023).	Dalam	keberadaan	E-Government	
tidak	hanya	mencerminkan	perubahan	dalam	metode	pelayanan	publik,	tetapi	juga	
menunjukkan	 perubahan	 paradigma	 dalam	 pola	 pikir	 pemerintah	 terhadap	
pentingnya	inovasi	digital	(Karman	et	al.,	2021).	

Sistem	E-Government	memiliki	beberapa	manfaat	utama	yang	langsung	dapat	
dirasakan	oleh	masyarakat	(Azizah	&	Najicha,	2022).	Pertama,	 layanan	berbasis	E-
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Government	 memungkinkan	 masyarakat	 untuk	 mendapatkan	 informasi	 dan	
mengakses	layanan	pemerintah	kapan	saja	dan	di	mana	saja,	tanpa	harus	datang	ke	
kantor	pemerintah	secara	fisik	(Agustriani	&	Sutabri,	2024).	Dengan	adanya	layanan	
digital,	masyarakat	dapat	menghemat	waktu	dan	biaya	yang	sebelumnya	digunakan	
untuk	 mengurus	 berbagai	 administrasi	 secara	 langsung	 (Pramuditha	 &	 Agustina,	
2022).	 Misalnya,	 dalam	 proses	 pengajuan	 izin	 usaha	 atau	 administrasi	
kependudukan,	masyarakat	kini	dapat	melakukannya	secara	daring	melalui	situs	web	
atau	 aplikasi	 E-Government.	 Proses	 ini	 jauh	 lebih	 cepat	 dan	 efisien	 dibandingkan	
dengan	sistem	manual	yang	memerlukan	berkas	fisik	dan	waktu	antrian	yang	panjang	
(Muliawaty	&	Hendryawan,	2020).	

Sistem	E-Government	mampu	meningkatkan	 transparansi	dan	akuntabilitas	
dalam	 pengelolaan	 administrasi	 pemerintahan	 (Malik,	 2024).	 Salah	 satu	 masalah	
utama	dalam	pemerintahan	tradisional	adalah	kurangnya	transparansi	yang	sering	
kali	 menyebabkan	 terjadinya	 praktek	 korupsi,	 kolusi,	 dan	 nepotisme	 (Gamawati,	
2022).	 Dengan	 adanya	 E-Government,	 proses	 administrasi	 dan	 pengambilan	
keputusan	dapat	terdokumentasi	secara	digital,	sehingga	mudah	untuk	diaudit	dan	
dipantau	 oleh	 publik.	 Sebagai	 contoh,	 publik	 dapat	 melacak	 status	 permohonan	
mereka	 secara	 daring	 dan	memantau	 setiap	 tahapan	 yang	 dilakukan	 (Atmajaya	&	
Gede	 Wirata,	 2021).	 Sistem	 ini	 memberikan	 kepercayaan	 yang	 lebih	 besar	 dari	
masyarakat	 terhadap	 pemerintah	 karena	 mereka	 dapat	 melihat	 secara	 langsung	
bagaimana	permohonan	atau	masalah	mereka	diproses	(Amatulloh,	2021).	

E-Government	 berperan	 penting	 dalam	 mempercepat	 alur	 kerja	 antar-
institusi	 pemerintahan.	 Dalam	 banyak	 kasus,	 satu	 layanan	 publik	 sering	 kali	
memerlukan	 kolaborasi	 dari	 beberapa	 departemen	 atau	 lembaga	 pemerintahan.	
Dengan	sistem	E-Government	yang	terintegrasi,	data	dan	informasi	dapat	disebarkan	
secara	cepat	dan	aman	antar-lembaga	terkait	(Utomo	et	al.,	2020).	Hal	ini	tidak	hanya	
mempercepat	 proses	 pelayanan,	 tetapi	 juga	 memastikan	 bahwa	 setiap	 lembaga	
memiliki	 akses	 ke	 informasi	 yang	 akurat	 dan	 mutakhir,	 sehingga	 pengambilan	
keputusan	dapat	dilakukan	dengan	lebih	tepat.	Penggunaan	teknologi	seperti	cloud	
computing	 dan	 big	 data	 analytics	 memungkinkan	 pemerintah	 untuk	 menganalisis	
data	 dalam	 skala	 besar,	 yang	 dapat	 digunakan	 sebagai	 dasar	 dalam	 pembuatan	
kebijakan	publik	yang	lebih	baik	(Rahman	&	Purwanto,	2022).	

Penerapan	E-Government	juga	mendukung	konsep	smart	city	atau	kota	cerdas,	
di	mana	seluruh	aspek	pemerintahan	dan	layanan	publik	dapat	diakses	dan	dikelola	
secara	digital	(Nurwanda	&	Badriah,	2023).	Di	Indonesia,	beberapa	kota	besar	seperti	
Jakarta,	Bandung,	dan	Surabaya	sudah	mulai	menerapkan	konsep	smart	city	dengan	
mengintegrasikan	berbagai	 layanan	publik	dalam	satu	 aplikasi	 yang	dapat	diakses	
oleh	 masyarakat.	 Melalui	 aplikasi	 ini,	 masyarakat	 dapat	 melaporkan	 berbagai	
masalah	publik,	seperti	kemacetan,	kerusakan	fasilitas	umum,	atau	kejadian	darurat.	
Data	 yang	 terkumpul	 ini	 akan	 diproses	 secara	 otomatis	 dan	 diteruskan	 kepada	
instansi	yang	berwenang	untuk	segera	ditindaklanjuti.	Dengan	demikian,	pemerintah	
dapat	lebih	responsif	terhadap	kebutuhan	masyarakat,	serta	mengurangi	waktu	yang	
dibutuhkan	untuk	menangani	berbagai	permasalahan	perkotaan.	
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Implementasi	 E-Government	 di	 Indonesia	 masih	 menghadapi	 beberapa	
tantangan.	Salah	satu	tantangan	utama	adalah	keterbatasan	infrastruktur	teknologi	
yang	belum	merata	di	seluruh	wilayah	Indonesia.	Beberapa	daerah	terpencil	masih	
mengalami	kesulitan	akses	internet	yang	memada,	yang	tentunya	menjadi	hambatan	
bagi	masyarakat	untuk	memanfaatkan	layanan	E-Government.	Selain	itu,	kurangnya	
pemahaman	 atau	 literasi	 digital	 di	 kalangan	 masyarakat	 tertentu	 juga	 menjadi	
penghalang.	 Beberapa	 kelompok,	 khususnya	 yang	 berasal	 dari	 generasi	 tua	 atau	
masyarakat	 pedesaan,	 masih	 kurang	 terbiasa	 dengan	 teknologi	 dan	 memerlukan	
pelatihan	 agar	 dapat	 memanfaatkan	 layanan	 E-Government	 secara	 optimal	
(Riksfardini	et	al.,	2023).	

Perlindungan	 data	 pribadi	 menjadi	 isu	 yang	 sangat	 penting	 dalam	
pengembangan	 E-Government.	 Dalam	 setiap	 sistem	 digital,	 keamanan	 data	
merupakan	 hal	 yang	 sangat	 penting,	 terutama	 ketika	 melibatkan	 data	 pribadi	
masyarakat	 yang	 sangat	 sensitif.	 Untuk	 itu,	 pemerintah	 perlu	memastikan	 bahwa	
sistem	E-Government	dilengkapi	dengan	teknologi	keamanan	yang	mumpuni	untuk	
mencegah	akses	tidak	sah	dan	kebocoran	data.	Kebijakan	mengena	perlindungan	data	
pribadi	 juga	 harus	 diperkuat	 agar	masyarakat	merasa	 aman	 dalam	menggunakan	
layanan	E-Government	(Lestari	&	Fajri,	2022).	

Keberhasilan	 implementasi	 E-Government	 memerlukan	 kolaborasi	 antara	
pemerintah,	sektor	swasta,	dan	masyarakat.	Pemerintah	perlu	bekerja	sama	dengan	
berbagai	 pihak,	 seperti	 perusahaan	 teknologi	 dan	 organisasi	 masyarakat,	 untuk	
meningkatkan	kualitas	dan	aksesibilitas	layanan	E-Government.	Dengan	melibatkan	
sektor	 swasta,	 pemerintah	 dapat	 mempercepat	 pengembangan	 infrastruktur	
teknologi	serta	menyediakan	solusi-solusi	inovatif	dalam	layanan	publik	(Utomo	et	
al.,	2020).	Sementara	itu,	partisipasi	aktif	masyarakat	dalam	memberikan	masukan	
dan	umpan	balik	 juga	 sangat	penting	agar	E-Government	 terus	berkembang	sesuai	
dengan	kebutuhan	dan	harapan	publik.	

E-Government	merupakan	 terobosan	 penting	 dalam	meningkatkan	 kualitas	
layanan	 publik	 di	 era	 digital.	 Melalui	 pemanfaatan	 teknologi,	 sistem	 ini	 dapat	
mempercepat,	 mempermudah,	 dan	 mengefisienkan	 berbagai	 proses	 administrasi	
pemerintahan,	 yang	pada	 akhirnya	 akan	meningkatkan	 kesejahteraan	masyarakat.	
Meskipun	masih	terdapat	beberapa	tantangan	yang	perlu	diatasi,	dengan	komitmen	
pemerintah	dan	dukungan	dari	seluruh	lapisan	masyarakat,	E-Government	memiliki	
potensi	besar	untuk	membawa	perubahan	positif	dalam	penyelenggaraan	pelayanan	
publik	 (Lestari	 &	 Fajri,	 2022).	 Implementasi	 yang	 efektif	 dari	E-Government	 tidak	
hanya	 menciptakan	 layanan	 yang	 lebih	 baik,	 tetapi	 juga	 memperkuat	 hubungan	
antara	pemerintah	dan	masyarakat	melalui	sistem	yang	transparan,	akuntabel,	dan	
responsif.	

Era	 digital	 saat	 ini,	 telah	melakukan	 penerapan	 sistem	 e-Government	 yang	
semakin	diperluas	oleh	pemerintah	daerah	dalam	rangka	meningkatkan	kualitas	dan	
aksesibilitas	layanan	publik.	Salah	satu	upaya	tersebut	diwujudkan	melalui	aplikasi	
Identitas	Kependudukan	Digital	(IKD)	di	di	Dinas	Kependududan	dan	Pencatatan	Sipil	
(Disdukcapil)	Kabupaten	Tuban,	yang	bertujuan	untuk	mempermudah	masyarakat	
dalam	 mengakses	 layanan	 administrasi	 kependudukan	 secara	 online,	 termasuk	
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pembuatan	 KTP,	 kartu	 keluarga,	 dan	 dokumen	 kependudukan	 lainnya.	 Namun,	
aplikasi	 IKD	 masih	 menghadapi	 sejumlah	 permasalahan	 yang	 menghambat	
efektivitasnya.	Permasalahan	utama	mencakup	keterbatasan	fitur,	kendala	teknologi	
dan	 jaringan,	 resistensi	pengguna	 terhadap	perubahan	digital,	 serta	 isu	keamanan	
dan	privasi	data	pengguna.	Keterbatasan	fitur	mengindikasikan	bahwa	aplikasi	IKD	
mungkin	 belum	 sepenuhnya	 memfasilitasi	 seluruh	 kebutuhan	 administrasi	
masyarakat,	sehingga	beberapa	proses	masih	harus	dilakukan	secara	manual.	Selain	
itu,	 keterbatasan	 infrastruktur	 teknologi,	 seperti	 belum	meratanya	 akses	 internet,	
menjadi	 hambatan	 signifikan	 terutama	 bagi	 pengguna	 di	 wilayah	 pedesaan.	
Resistensi	 pengguna	 juga	muncul	 akibat	 tingkat	 literasi	 digital	 yang	 bervariasi,	 di	
mana	 sebagian	 masyarakat	 kurang	 familiar	 dengan	 teknologi	 berbasis	 aplikasi.	
Masalah	keamanan	data	dan	privasi	juga	menjadi	kekhawatiran,	karena	aplikasi	ini	
menyimpan	datai-data	sensitif	kependudukan	(Lestari	&	Fajri,	2022).	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 teori	 evaluasi	 untuk	 menilai	 efektivitas	
implementasi	 aplikasi	 Identitas	 Kependudukan	Digital	 (IKD)	 di	 Kabupaten	 Tuban.	
Teori	 evaluasi	 ini	 berfokus	 pada	 analisis	 kualitas	 dan	 kinerja	 program	 melalui	
beberapa	 indikator	 utama	 yang	 terkait	 dengan	 tujuan	 aplikasi,	 yaitu	 untuk	
meningkatkan	aksesibilitas,	efisiensi,	dan	kualitas	layanan	publik	dalam	administrasi	
kependudukan.	

Indikator	evaluasi	menurut	Robert	E.	Stake	(Robert	E.	Stake,	1991)	merujuk	
pada	aspek-aspek	yang	digunakan	untuk	mengukur	 sejauh	mana	 tujuan	atau	hasil	
dari	 suatu	 program	 telah	 tercapa.	 Stake	membagi	 indikator	 evaluasi	menjadi	 dua	
kategori	 utama,	 yaitu	 indikator	 kinerja	 (outcome	 indicators)	yang	 mengukur	 hasil	
akhir	 dari	 program,	 dan	indikator	 proses	 (process	 indicators)	yang	 mengevaluasi	
langkah-langkah	atau	aktivitas	yang	dilakukan	selama	pelaksanaan	program.	Dalam	
pandangannya,	 evaluasi	 tidak	 hanya	 berfokus	 pada	 hasil	 yang	 terukur,	 tetapi	 juga	
pada	pemahaman	mendalam	tentang	proses	serta	konteks	spesifik	tempat	program	
dijalankan.	 Stake	 menekankan	 bahwa	 evaluasi	 harus	 mempertimbangkan	 faktor	
eksternal	dan	budaya	yang	memengaruhi	pelaksanaan	program,	agar	menghasilkan	
penilaian	yang	lebih	holistik	dan	relevan.	

Penelitian	pertama	yang	dilakukan	oleh	(Marfuii’ah	et	al.,	2024)	di	Bojonegoro	
menyoroti	tantangan	yang	dihadapi	masyarakat	dalam	mengadopsi	aplikasi	Identitas	
Kependudukan	Digital	(IKD)	sebagai	bagian	dari	upaya	digitalisasi	pelayanan	publik.	
Hasil	 studi	 menunjukkan	 bahwa	 ketidaksiapan	 masyarakat	 untuk	 memasuki	 era	
digitalisasi	 menciptakan	 berbagai	 hambatan	 dalam	 implementasi	 aplikasi	 ini.	
Penelitian	tersebut	menggunakan	metode	kualitatif	dengan	melakukan	observasi	dan	
wawancara	mendalam	kepada	pengguna	aplikasi,	dan	menemukan	bahwa	rendahnya	
literasi	digital	dan	kurangnya	sosialisasi	tentang	manfaat	aplikasi	berkontribusi	pada	
ketidakmampuan	masyarakat	untuk	memanfaatkan	 layanan	yang	disediakan.	Oleh	
karena	itu,	kebijakan	yang	mengutamakan	inklusi	digital	dan	pemenuhan	kebutuhan	
masyarakat	 sangat	 diperlukan	 untuk	 meningkatkan	 penerimaan	 aplikasi	 IKD	 di	
kalangan	masyarakat.	

Studi	kedua,	(Amatulloh,	2021)	menganalisis	penerapan	e-government	dalam	
meningkatkan	 kualitas	 pelayanan	 administrasi	 kependudukan	 di	 Mal	 Pelayanan	
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Publik	Bojonegoro.	Penelitian	ini	menekankan	pentingnya	keberadaan	Mal	Pelayanan	
Publik	 sebagai	 upaya	 untuk	menyediakan	 layanan	 terpadu	 bagi	masyarakat.	 Hasil	
penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 meskipun	 aplikasi	 Si	 N'duk	 telah	 diperkenalkan	
untuk	 meningkatkan	 efisiensi	 dan	 efektivitas	 pelayanan,	 banyak	 pengguna	 yang	
masih	 mengalami	 kesulitan	 dalam	 memanfaatkan	 teknologi	 tersebut	 akibat	
kurangnya	 pemahaman	 dan	 pelatihan.	 Beberapa	 faktor	 penghambat	 termasuk	
kurangnya	anggaran,	gangguan	jaringan,	serta	rendahnya	pengetahuan	masyarakat	
tentang	 aplikasi	 yang	 ada.	Hal	 ini	menunjukkan	bahwa	 tantangan	 implementasi	e-
government	 bukan	 hanya	 terkait	 dengan	 teknologi,	 tetapi	 juga	 melibatkan	 aspek	
sosial	dan	pendidikan	masyarakat.	

Kedua	penelitian	 ini	memberikan	wawasan	penting	 tentang	 tantangan	dan	
faktor-faktor	yang	mempengaruhi	keberhasilan	implementasi	aplikasi	IKD	di	tingkat	
lokal.	 Dalam	 judul	 penelitian	 “Efektivitas	 Implementasi	 Aplikasi	 Identitas	
Kependudukan	 Digital	 di	 Kabupaten	 Tuban,”	 temuan	 dari	 studi	 sebelumnya	
mengindikasikan	 bahwa	masyarakat	 yang	 belum	 siap	 dan	 kurangnya	 pemahaman	
tentang	teknologi	digital	dapat	menghambat	efektivitas	layanan	publik.	Oleh	karena	
itu,	penelitian	 ini	bertujuan	untuk	mengeksplorasi	 lebih	dalam	 tentang	bagaimana	
aplikasi	IKD	di	Kabupaten	Tuban	dapat	diimplementasikan	dengan	lebih	baik,	serta	
mencari	 solusi	 untuk	 meningkatkan	 literasi	 digital	 dan	 keterlibatan	 masyarakat	
dalam	pemanfaatan	layanan	publik	berbasis	teknologi.	

Teori	evaluasi	membantu	mengidentifikasi	kelebihan	dan	kelemahan	aplikasi	
IKD	berdasarkan	indikator-indikator	di	atas.	Dari	hasil	penilaian,	aplikasi	IKD	dinilai	
cukup	 efektif	 dalam	mengurangi	 waktu	 dan	 biaya	 administrasi,	 namun	 tantangan	
dalam	 aksesibilitas,	 terutama	 di	 daerah	 pedesaan,	 serta	 isu	 keamanan	 data	 perlu	
mendapat	 perhatian.	 Keberhasilan	 implementasi	 e-Government	 seperti	 IKD	 juga	
sangat	 bergantung	 pada	 penerimaan	 pengguna,	 yang	 menunjukkan	 perlunya	
sosialisasi	 yang	 lebih	 luas	 dan	 peningkatan	 literasi	 digital	 untuk	mengoptimalkan	
manfaat	aplikasi	bagi	semua	lapisan	masyarakat.	

Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengevaluasi	efektivitas	implementasi	aplikasi	
IKD	 dalam	 rangka	 meningkatkan	 kualitas	 layanan	 publik	 melalui	 sistem	 e-
Government,	 serta	 mengidentifikasi	 solusi	 untuk	 mengatasi	 permasalahan	 yang	
ditemukan.	 Kajian	 ini	 sangat	 penting	 karena	 kualitas	 pelayanan	 publik	 berbasis	
digital	 masih	 jarang	 dieksplorasi	 secara	 mendalam,	 terutama	 di	 pelayanan	
kependudukan	 daerah	 pedesaan	 yang	 sering	 kali	 menghadapi	 tantangan	
infrastruktur.	Selain	itu,	gap	research	dalam	kajian	ini	adalah	kurangnya	penelitian	
empiris	 yang	 secara	 spesifik	 menyoroti	 kendala	 teknis	 dan	 sosial	 yang	 dihadapi	
dalam	implementasi	aplikasi	IKD	di	tingkat	pemerintah	daerah.	Penelitian	yang	ada	
kebanyakan	 hanya	 berfokus	 pada	 manfaat	 dan	 kelebihan	 sistem	 e-Government,	
sementara	hambatan	yang	dihadapi,	terutama	dalam	implementasi	aplikasi	spesifik	
seperti	IKD,	belum	banyak	dibahas.	

Urgensi	 penelitian	 ini	 semakin	 tinggi	 karena	 meningkatnya	 permintaan	
masyarakat	 terhadap	 pelayanan	 publik	 yang	 lebih	 cepat,	 efisien,	 dan	 transparan.	
Masyarakat	kini	mengharapkan	layanan	yang	tidak	hanya	mudah	diakses,	tetapi	juga	
aman	 dan	 terpercaya	 dalam	 hal	 perlindungan	 data	 pribadi.	 Oleh	 karena	 itu,	 hasil	
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evaluasi	 ini	 akan	 memberikan	 wawasan	 penting	 bagi	 pemerintah	 daerah	 dalam	
menyempurnakan	 aplikasi	 IKD	 serta	 sebagai	 referensi	 dalam	 perbaikan	 sistem	 e-
Government	 di	 masa	 mendatang.	 Melalui	 penelitian	 ini,	 pemerintah	 dapat	
memperoleh	panduan	yang	berbasis	data	untuk	melakukan	pengembangan	aplikasi	
IKD	 yang	 lebih	 responsif	 terhadap	 kebutuhan	masyarakat,	 dengan	meminimalkan	
hambatan	 yang	 ada	 serta	 memperbaiki	 aspek-aspek	 yang	 masih	 kurang	 optimal.	
Dengan	demikian,	diharapkan	aplikasi	IKD	dapat	berfungsi	secara	maksimal	sebagai	
bagian	 dari	 pelayanan	 publik	 yang	 lebih	 modern,	 aman,	 dan	 mudah	 diakses	 oleh	
seluruh	lapisan	masyarakat,	khususnya	di	Kabupaten	Tuban.	
	
METODE	PENELITIAN	

Metode	 penelitian	 yang	 digunakan	 dalam	 evaluasi	 aplikasi	 Identitas	
Kependudukan	 Digital	 (IKD)	 di	 Dinas	 Kependududan	 dan	 Pencatatan	 Sipil	
(Disdukcapil)	 ini	 adalah	 metode	 kualitatif	 (Purwanza,	 2022).	 Penelitian	 kualitatif	
dipilih	 untuk	 mendalami	 pemahaman	 tentang	 permasalahan	 yang	 dialami	 dalam	
penggunaan	aplikasi	IKD,	termasuk	hambatan	teknis,	kendala	sosial,	dan	tanggapan	
masyarakat	 serta	 petugas	 terhadap	 aplikasi	 tersebut.	 Pendekatan	 kualitatif	 juga	
memungkinkan	 peneliti	 untuk	 menggali	 wawasan	 yang	 lebih	 dalam	 mengena	
bagaimana	aplikasi	ini	berfungsi	dalam	pelayanan	publik	di	lingkungan	masyarakat	
Tuban,	serta	potensi	perbaikan	yang	dapat	diterapkan.	

Hal	 ini	 didasari	 oleh	 asumsi	 bahwa	 penelitian	 ingin	 mendeskrisipkan	
permasalahan	mengena	evaluasi	aplikasi	IKD	(Identitas	Kependudukan	Digital)	Dinas	
Kependudukan	dan	Pencatatan	Sipil	di	Disdukcapil	Kabupaten	Tuban.	

Pengumpulan	 data	 dilakukan	melalui	 dua	 sumber	 utamai:	 data	 primer	 dan	
data	sekunder	(Ratnaningtyas	et	al.,	2023).	Data	primer	diperoleh	melalui	wawancara	
mendalam	dengan	 informan	yang	 terlibat	 secara	 langsung	dalam	penggunaan	dan	
pengelolaan	 aplikasi	 IKD,	 seperti	 pengguna	 layanan	 di	 Dinas	 Kependududan	 dan	
Pencatatan	 Sipil	 (Disdukcapil),	 petugas	 administrasi,	 dan	 pejabat	 Dinas	
Kependudukan	dan	Pencatatan	Sipil.	Wawancara	ini	dirancang	untuk	mengeksplorasi	
persepsi,	pengalaman,	dan	kendala	yang	dirasakan	oleh	informan	terkait	penggunaan	
aplikasi	IKD.	Sedangkan	data	sekunder	berasal	dari	dokumen	resmi,	laporan	kinerja	
Disdukcapil,	dan	literatur	yang	relevan	mengena	penerapan	e-Government	di	tingkat	
pemerintah	daerah.	Data	sekunder	ini	digunakan	untuk	melengkapi	dan	mendukung	
temuan	data	primer,	serta	memberikan	kerangka	yang	lebih	luas	untuk	analisis.	

Teknik	pengambilan	informan	dilakukan	secara	purposive	sampling,	di	mana	
informan	dipilih	berdasarkan	keterlibatan	dan	pengetahuan	mereka	tentang	aplikasi	
IKD	 (Suprayitno	 et	 al.,	 2024).	 Kriteria	 informan	 meliputi	 pengguna	 yang	 sudah	
memiliki	pengalaman	menggunakan	aplikasi	 IKD,	petugas	yang	berperan	 langsung	
dalam	 pelaksanaan	 aplikasi	 di	 Dinas	 Kependududan	 dan	 Pencatatan	 Sipil	
(Disdukcapil),	serta	pengambil	kebijakan	di	Disdukcapil	yang	memiliki	pemahaman	
tentang	latar	belakang	dan	tujuan	implementasi	aplikasi	tersebut.	Jumlah	informan	
disesuaikan	dengan	prinsip	data	saturation,	yaitu	pengambilan	informan	dihentikan	
ketika	 informasi	yang	diperoleh	dari	wawancara	mulai	bersifat	berulang	dan	tidak	
memberikan	tambahan	signifikan	terhadap	pemahaman	masalah.	
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Analisis	 data	 dilakukan	 dengan	 teknik	 thematic	 analysis,	 yaitu	
mengidentifikasi	temai-tema	utama	yang	muncul	dari	data	wawancara	dan	dokumen	
(Purwanza,	 2022).	Data	 yang	diperoleh	dari	wawancara	direkam,	ditranskrip,	 dan	
dikategorikan	 berdasarkan	 tema	 yang	 relevan	 dengan	 permasalahan	 penelitian,	
seperti	 kendala	 teknis,	 literasi	 digital,	 dan	 efektivitas	 aplikasi	 IKD.	 Analisis	 ini	
membantu	 peneliti	 dalam	 memahami	 pola	 dan	 hubungan	 antar-tema	 serta	
merumuskan	rekomendasi	yang	tepat	berdasarkan	temuan	lapangan.	Hasil	analisis	
ini	 kemudian	 dibandingkan	 dengan	 teori	 evaluasi	 e-Government	 yang	 digunakan	
untuk	 memastikan	 temuan	 penelitian	 relevan	 dan	 dapat	 diaplikasikan	 dalam	
pengembangan	layanan	digital.	
	
HASIL	DAN	PEMBAHASAN		

A. Hasil	Penelitian	terhadap	Aplikasi	Identitas	Kependudukan	Digital	(IKD)	
Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 dengan	 menggunakan	 metode	 wawancara,	

berikut	 adalah	 data	 atau	 informasi	 yang	 diperoleh	 atas	 wawancara	 yang	 telah	
dilakukan,	dan	disajikan	di	dalam	tabel	berikut:	

Tabel	1.	Hasil	wawancara	
Sumber:	Wawancara,	Desember	2024	

No	 Kategori	 Informasi	yang	diperoleh		
1	 Penerapan	IKD	 • Sangat	 penting	 dan	 diwajibkan	 kepada	 seluruh	

penduduk		
2	 Fungsi	atau	Manfaat	IKD	 • Pelengkap	 dokumen	 fisik	 seperti	 KK,	 Akta	 dan	

lainnya		
3	 Aktifasi	IKD	 • Pemerintah	telah	melakukan	sinkronisasi	data		

• Masyarakat	telah	melakukan	aktifasi	meski	belum	
dapat	menggunakannya	secara	penuh	

4	 Strategi	Implementasi	IKD	 • IKD	harus	dipaka	secara	menyeluruh	di	kalangan	
instansi	 bukan	 hanya	 yang	 sudah	 berjalan	
perbankannyai	

• IKD	harus	diaplikasikan	di	kalangan	masyarakat	
secara	menyeluruh		

5	 Kendala	teknis	dan	non	teknis		 • Masyarakat	 tidak	 membawa	 ponsel	 atau	 tidak	
memilikinyai	

• Masyarakat	tidak	mengetahui	fungsi	IKD	
• Ponsel	yang	dimiliki	tidak	support		
• Keraguan	masyarakat	akan	keamanan	datai	
• Masyarakat	lupa	password		
• Insfratruktur	jaringan	yang	kurang	memadai	
• Masyarakat	yang	belum	melek	teknologi		
• Masyarakat	tidak	mengetahui	emalnya		

6	 Langkah	yang	telah	dilakukan		 • Penjelasan	 mengena	 NIK	 yang	 sudah	 sinkron	
dengan	IKD	
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• Efektivitas	melalui	sinkronisasi	data		
• Sosialisasi	IKD	meski	belum	menyeluruh		

7	 Solusi		 • Petugas	 melakukan	 sosialisasi	 dan	 menjelaskan	
mengena	fitur	dan	fungsi	IKD	

• Perlindungan	data	dengan	penggunaan	PIN	
• Keamanan	dijamin	Kemendagri	pusat	
• Peningkatan	insfratruktur	jaringan		
• Peningkatan	fitur	aplikasi	dan	layanan		
• Peningkatan	kemudahan	akses	
• Mengadakan	event	sebagai	sarana	sosialisasi		

	
Mapping	Hasil	dan	Pembahasan		
	

	

Gambar	1.	Mapping	Hasil	dan	Pembahasan	
Sumber:	Chart,	28	Desember	2024	

B. Tingkat	Pemahaman	dan	Adopsi	Masyarakat	terhadap	Aplikasi	Identitas	
Kependudukan	Digital	(IKD)	

Hasil	 penelitian	 mengindikasikan	 bahwa	 tingkat	 pemahaman	 masyarakat	
mengena	 aplikasi	 IKD	 di	 Kabupaten	 Tuban	 menunjukkan	 variasi	 yang	 cukup	
signifikan,	yang	turut	mempengaruhi	tingkat	adopsi	aplikasi	ini	di	berbagai	kalangan	
masyarakat.	 Berdasarkan	 wawancara	 dengan	 pengguna	 di	 kalangan	 masyarakat	
perkotaan,	ditemukan	bahwa	sebagian	besar	pengguna	yang	 telah	 familiar	dengan	
teknologi	 digital	menganggap	 aplikasi	 IKD	 cukup	 bermanfaat,	 terutama	 dalam	 hal	
mempermudah	akses	terhadap	layanan	administrasi	kependudukan.	Pernyataan	di	
atas	sesuai	dengan	hasil	wawancara	dengan	masyarakat	yang	menggunakan	Aplikasi	
IKD	yang	mengatkan	bahwa:	

	“Saya	sudah	menggunakan	aplikasi	ini,	dengan	adanya	aplikasi	ini	lebih	mudah	
penggunaanya,	lebih	cepat	tanpa	perlu	datang	ke	kantor	dan	privasi	juga	lebih	terjagai”	
(Wawancara	dengan	NC,	tanggal	19	Desember	2024)	
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Aplikasi	 IKD	 telah	berhasil	mengurangi	waktu	dan	biaya	administrasi	yang	
dibutuhkan	dalam	proses	pelayanan	publik.	Sebelumnya	warga	harus	mengunjungi	
kantor	layanan	untuk	mengajukan	permohonan	atau	mengurus	administrasi	lainnya,	
yang	 memakan	 waktu	 dan	 biaya	 transportasi.	 Dengan	 adanya	 aplikasi	 IKD,	
masyarakat	kini	bisa	mengakses	layanan	secara	online,	mengurangi	ketergantungan	
pada	perjalanan	fisik,	dan	mempercepat	proses	pengajuan	administrasi	dari	rumah	
tanpa	 harus	 datang	 langsung	 ke	 kantor	 Dinas	 Kependudukan	 dan	 Catatan	 Sipil	
(Disdukcapil).	Pernyataan	di	atas	sesuai	dengan	hasil	wawancara	di	kantor	layanan	
dengan		petugas	operasional	administrator	database	yang	mengatakan	bahwa:	

“IKD	 sangat	 bermanfaat	 bagi	 masyarakat	 karena	 pelayanan	 bisa	 langsung	
lewat	HP	dari	mobile	 tanpa	harus	datang	ke	kantor.”	 (Wawancara	dengan	HWP,	19	
Desember	2024)	

Penelitian	ini	juga	mengungkapkan	bahwa	tingkat	literasi	digital	di	berbagai	
wilayah,	terutama	di	pedesaan,	masih	rendah,	sehingga	masyarakat	pedesaan	sering	
mengalami	kesulitan	dalam	memanfaatkan	aplikasi	IKD.	Hal	ini	sesuai	dengan	hasil	
wawancara	 di	 kantor	 pelayanan	 kepada	 petugas	 fungsional	 pengelola	 aplkasi	 IKD		
yaitu:	

“Beberapa	masyarakat	di	pedesaan	belum	mengetahui	fungsi	IKD,	jadi	petugas	
harus	menjelaskan	fitur	utama	IKD	agar	masyarakat	mengerti	isinya	serta	keamanan”	
(Wawancara	dengan	AN,	tanggal,	19	Desember	2024)	

Kendala	 ini	 semakin	 diperparah	 oleh	 keterbatasan	 infrastruktur	 teknologi,	
seperti	 ketersediaan	 perangkat	 dan	 akses	 jaringan	 internet	 yang	 belum	 merata.	
Masyarakat	 yang	 kurang	 terbiasa	 dengan	 penggunaan	 teknologi	 cenderung	
kebingungan	 dalam	 menggunakan	 aplikasi	 IKD,	 bahkan	 beberapa	 informan	
menyebutkan	mereka	lebih	memilih	cara	konvensional	karena	merasa	lebih	mudah	
dipahami	 dan	 lebih	 terjamin	 hasilnya.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 perlu	 adanya	
pendekatan	berbeda	antara	pengguna	perkotaan	dan	pedesaan	untuk	meningkatkan	
pemahaman	 mereka	 terhadap	 aplikasi	 IKD.	 Pembahasan	 di	 atas	 sesuai	 dengan	
pernyatan	dari	salah	seorang	masyarakat	yang	mengatakan:		

“Saya	belum	mengerti	dengan	aplikasi	ini,	lebih	baik	saya	langsung	datang	ke	
kantor	 pelayanan	 karena	 lebih	 mudah	 dipahami	 dan	 hasilnya	 langsung	 kelihatan”	
(Wawamcara	dengan	SB,	tanggal,	19	Desember	2024)	

Langkah-langkah	 strategis	 yang	dapat	 dilakukan	pemerintah	daerah	dalam	
meningkatkan	 adopsi	 masyarakat	 terhadap	 aplikasi	 IKD	 mencakup	 pendekatan	
edukatif	 dan	 sosialisasi	 berbasis	 komunitas.	 Sosialisasi	 melalui	 pertemuan	
masyarakat,	 misalnya	 kunjungan	 langsung	 ke	 masyarakat	 di	 tingkat	 desa	 atau	
kecamatan,	serta	ke	layanan	publik	 lain,	misalnya	kesehatan	dan	pendidikan	dapat	
membantu	 masyarakat	 memahami	 manfaat	 dan	 cara	 menggunakan	 aplikasi	 IKD	
dengan	 lebih	 baik.	 Hal	 ini	 dapat	 meningkatkan	 efektivitas	 adopsi	 teknologi	 serta	
pemanfaatan	aplikasi	IKD	dalam	mendukung	kebutuhan	administrasi	kependudukan.	
Hal	 tersebut	 diperkuat	 melalui	 wawancara	 di	 kantor	 pelayanan	 kepada	 petugas	
fungsional	pengelola	aplkasi	IKD		yang	mengatakan:	

“Kita	lakukan	masif	instalasi	aplikasi	IKD	ke	masyarakat	seperti	kemarin	kita	
mendatangi	ke	puswa	bina	gatra	(gedung	serba	gunai)	karena	di	situ	banyak	orang	kita	
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mampu	melakukan	instalasi	dan	setiap	ada	pelaksanaan	event	selalu	datang	kita	minta	
bantuan	ke	mouii”	(Wawancara	dengan	AN,	tanggal,	19	Desember	2024)	

“Kalau	kita	ditingkat	opd	kabupaten	itu	sudah	kita	lakukan	terkait	instalasi	di	
masing	 -	masing	 opd	 seperti	 instlasi	 kemarin	 di	 dua	 kampus	 unirow,	 unang	 dan	 di	
rumah	sakit”	(Wawancara	dengan	AN,	tanggal,	19	Desember	2024)	

C. Evaluasi	Fitur	dan	Fungsionalitas	Aplikasi	Identitas	Kependudukan	Digital	
(IKD)	

Aplikasi	 IKD	dirancang	untuk	memberikan	kemudahan	kepada	masyarakat	
dalam	 mengakses	 layanan	 kependudukan,	 tetapi	 hasil	 penelitian	 menunjukkan	
bahwa	masih	ada	beberapa	ponsel	yang	belum	sepenuhnya	support	aplikasi	IKD	yang	
mampu	memenuhi	kebutuhan	administrasi	masyarakat	secara	efektif.	Pernyataan	di	
atas	sesuai	dengan	hasil	wawancara	di	kantor	layanan	dengan	petugas	operasional	
administrator	database	yang	mengatakan	bahwa:	

“Untuk	 sekarang	android	 yang	 terlalu	 tinggi	 tidak	bisa	menginstal	 tangsung	
atau	tidak	suport	harus	paka	cara	yang	lain	lewat	aplikasi	dan	belum	diperbarui	oleh	
kemendagri”	(Wawancara	dengan	HWP,	tanggal,	19	Desember	2024)	

Meskipun	beberapa	fitur	dasar,	seperti	pendaftaran	dokumen	kependudukan,	
pencetakan	surat	keterangan,	dan	pemberitahuan	status	pengajuan	sudah	tersedia,	
banyak	pengguna	yang	merasa	bahwa	aplikasi	 ini	masih	kurang	 fungsional	karena	
minimnya	 fitur	 yang	mendukung	 kemudahan	dan	 kenyamanan	penggunaan.	 Salah	
satu	keluhan	utama	yang	ditemukan	dalam	wawancara	adalah	verifikasi	email	yang	
beberapa	masyarakat	masih	belum	melek	teknologi	tidak	mengetahui	email	mereka.	
Pernyataan	 ini	 diperkuat	 oleh	 ungkapan	 dari	 petugas	 fungsional	 IKD	 Dinas	
Kependudukan	dan	Pencatatan	Sipil:	

“Rata	–	rata	penduduk	desa	mereka	tidak	mengetahui	emalnya	padahal	mereka	
punya	semua	aplikasi	media	sosial	tetapi	tidak	mengetahui	emalnya	apai”	(Wawancara	
dengan	AN,	tanggal,	19	Desember	2024)	

Kehadiran	 aplikasi	 semacam	 ini	 akan	 sangat	 membantu,	 terutama	 bagi	
pengguna	yang	tidak	ada	waktu	atau	tidak	memiliki	akses	langsung	untuk	datang	ke	
kantor	untuk	mengurus	berkas	atau	mengurus	dokumen	kependudukan.	Beberapa	
pengguna	menyarankan	agar	aplikasi	ini	ditingkatkan	dengan	memperbarui	aplikasi	
agar	dapat	di	install	oleh	semua	pengguna	ponsel	tanpa	perlu	mencari	cara	yang	lain.	
Aplikasi	 ini	 akan	 membantu	 masyarakat	 lebih	 proaktif	 dalam	 mengikuti	 proses	
administrasi	 kependudukan	 yang	mereka	 ajukan.	 Seperti	 yang	 telah	 diungkapkan	
oleh	masyarakat	yang	menggunakan	Aplikasi	IKD	bahwa:	

“Aplikasi	ini	sudah	cukup	membantu	dan	mempermudah	layanan	tanpa	harus	
datang	 ke	 kantor,	 tetapi	 alangkah	 lebh	 baik	 aplikasi	 ini	 dapat	 diperbarui	 atau	
ditingkatkan	agar	dapat	di	install	oleh	semua	ponsel”	(Wawancara	dengan	NC,	tanggal	
19	Desember	2024)	

Pengembangan	fitur	dan	fungsionalitas	aplikasi	IKD,	dipertimbangkan	dalam	
beberapa	aspek	yang	penting	oleh	pemerintah,	seperti	integrasi	data	yang	lebih	baik	
dan	peningkatan	kemampuan	server	agar	aplikasi	lebih	stabil.	Integrasi	data	antara	
aplikasi	IKD	dengan	layanan	publik	lain,	misalnya	kesehatan	atau	pendidikan,	akan	
memungkinkan	 pengguna	 untuk	memanfaatkan	 layanan	 administrasi	 secara	 lebih	
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menyeluruh	dan	terpusat.	Hal	ini	dapat	meningkatkan	nilai	tambah	aplikasi	IKD	bagi	
pengguna,	karena	mereka	tidak	hanya	bisa	mengurus	dokumen	kependudukan	tetapi	
juga	memanfaatkan	data	pribadi	untuk	layanan	lainnya.	Peningkatan	kapasitas	server	
dan	 pembaruan	 aplikasi	 juga	 diperlukan	 untuk	 meningkatkan	 stabilitas	 aplikasi,	
terutama	ketika	diakses	dalam	kondisi	 jaringan	yang	kurang	 ideal	 atau	di	wilayah	
yang	belum	terjangkau	jaringan	internet	cepat.	Tidak	hanya	infrastruktur	 jaringan,	
keterbatasan	 perangkat	 digital,	 seperti	 ponsel	 juga	 menjadi	 kendala	 signifikan.	
Beberapa	 pengguna	 dari	 kalangan	 ekonomi	 menengah	 ke	 bawah	 menyebutkan	
bahwa	mereka	belum	memiliki	perangkat	yang	mendukung	aplikasi	IKD	atau	tidak	
memiliki	 ponsel.	 Langkah-langkah	 ini	 dapat	 memastikan	 bahwa	 aplikasi	 IKD	
memberikan	pengalaman	pengguna	yang	 lebih	optimal,	praktis,	dan	sesuai	dengan	
kebutuhan	 masyarakat.	 Seperti	 yang	 diungkapkan	 oleh	 petugas	 operasional	
administrator	database	bahwa:	

“Untuk	menambahkan	fitur	layanan	nanti	bisa	lewat	IKD	jadi	masyarakat	bisa	
minta	 dari	 aplikasi	 IKD	 tanpa	 perlu	 datang	 ke	 kantor	 tapi	 secara	 bertahap”	
(Wawancara	dengan	HWP,	19	Desember	2024)	

D. Hambatan	 Teknis	 dalam	 Penggunaan	 Aplikasi	 Identitas	 Kependudukan	
Digital	(IKD)	

Keterbatasan	fitur	bukan	menjadi	satuii-satunya	hambatan,	hambatan	teknis	
justru	menjadi	 tantangan	 utama	 dalam	pemanfaatan	 aplikasi	 IKD,	 khususnya	 bagi	
masyarakat	 yang	 berada	 di	 wilayah	 pedesaan	 atau	 daerah	 dengan	 akses	 jaringan	
terbatas.	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	sebagian	besar	pengguna	di	wilayah	
pedesaan	 mengalami	 kendala	 dalam	 mengakses	 aplikasi	 IKD	 karena	 masalah	
infrastruktur	jaringan	yang	tidak	stabil	dan	listrik	yang	sering	padam.	Sesuai	dengan	
hasil	 wawancara	 yang	 telah	 diungkapkan	 oleh	 petugas	 fungsional	 aplikasi	 IKD	
mengatakan	bahwa:	

“Tapi	 nanti	 kalau	 larinya	 di	 Kenduruan	 Jatirogo,	 Bangilan,	 Bancar,	 dan	
montong	pasti	internetnya	jadi	low,	itu	yang	menjadi	masalah	terkait	IKD	dan	sering	
mati	 listrik	karena	problem	PLN,	hal	 	 itu	akan	merusak	komputer	kita	yang	menjadi	
masalah	akhirnyai”	(Wawancara	dengan	AN,	tanggal,	19	Desember	2024)	

Hal	ini	menghambat	adopsi	aplikasi	IKD	di	beberapa	wilayah	yang	seharusnya	
juga	mendapat	manfaat	dari	kemudahan	layanan	E-Government.	Keterbatasan	akses	
internet	membuat	masyarakat	sulit	mengakses	layanan	digital	yang	disediakan	oleh	
Disdukcapil	melalui	aplikasi	IKD,	sehingga	mereka	masih	bergantung	pada	layanan	
manual	yang	membutuhkan	waktu	lebih	lama	dan	biaya	tambahan	untuk	transportasi	
ke	kantor	layanan.	Hal	ini	juga	didasari	oleh	pernyataan	petugas	fungsional	IKD	yang	
mengatakan	bahwa:	

“Petugas	harus	menjelaskan	fitur	utama	IKD	agar	masyarakat	mengerti	isinya	
serta	keamanan”	(wawancara	dengan	AN,	tanggal,	19	Desember	2024)	

Hal	ini	menunjukkan	adanya	kesenjangan	digital	yang	perlu	diperhatikan,	di	
mana	akses	terhadap	teknologi	belum	merata	di	semua	kalangan.	Untuk	mengatasi	
hal	ini,	pemerintah	dapat	mengambil	langkah-langkah	tertentu,	seperti	bekerja	sama	
dengan	penyedia	layanan	internet	untuk	memperluas	cakupan	dan	stabilitas	jaringan	
di	wilayah-wilayah	yang	masih	tertinggal	dalam	hal	akses	teknologi.	
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Pemerintah	telah	berusaha	mengatasi	hal	 ini	dengan	menyalurkan	 jaringan	
internet	ke	desa	berupa	 	 jaringan	wifi	oleh	Diskominfo	yang	dapat	digunakan	oleh	
masyarakat	 untuk	 mengakses	 aplikasi	 IKD.	 Hal	 tersebut	 diperkuat	 melalui	
wawancara	di	kantor	pelayanan	kepada	petugas	fungsional	IKD	Dinas	Kependudukan	
dan	Pencatatan	Sipil	yang	mengatakan:	

“Kalau	perihal	internet	sebenarnya	dinas	kominfo	sudah	menyalurkan	internet	
ke	desa	melalui	wifi	karena	diskominfo	punya	kegiatan	terkait	penyaluran	internet	ke	
desai”	(Wawancara	dengan	AN,	tanggal,	19	Desember	2024)	

Adanya	 penyaluran	 internet	 ini,	 masyarakat	 yang	 tidak	 memiliki	 jaringan	
internet	 tetap	 dapat	 memanfaatkan	 aplikasi	 IKD	 untuk	 mengurus	 administrasi	
kependudukan	mereka.	Dukungan	ini	diharapkan	dapat	menjembatani	kesenjangan	
digital	 yang	 ada,	 sehingga	 semua	 masyarakat	 dapat	 mengakses	 layanan	 publik	
berbasis	digital	dengan	lebih	mudah	dan	merata.	

E. Keamanan	dan	Privasi	Data	Pengguna	
Keamanan	dan	privasi	data	menjadi	salah	satu	 isu	utama	dalam	penerapan	

aplikasi	 IKD,	terutama	karena	aplikasi	 ini	mengelola	data	pribadi	masyarakat	yang	
bersifat	 sensitif,	 seperti	Nomor	 Induk	Kependudukan	 (NIK),	 alamat,	dan	 informasi	
keluarga.	 Berdasarkan	 wawancara	 dengan	 petugas	 penyedia	 layanan,	 terdapat	
beberapa	 pengguna	 khawatiran	 bahwa	 keamanan	 data	 pengguna	 masih	 rentan	
terhadap	ancaman,	seperti	kebocoran	data	atau	penyalahgunaan	informasi	oleh	pihak	
yang	 tidak	 bertanggung	 jawab.	 Hal	 ini	 sesuai	 dengan	 hasil	 wawancara	 kepada	
operasional	administrator	database	yang	mengatakan	bahwa:		

“Masyarakat	terkadang	ragu	tentang	keamanan	datanya	padahal	sudah	ada	
password	 dan	 memang	 keamanan	 sudah	 dijamin	 oleh	 kemendagri”	 (Wawancara	
dengan	HWP,	tanggal,	19	Desember	2024)	

Demi	 masyarakat	 yang	 merasa	 aman	 dan	 nyaman	 dalam	 menggunakan	
aplikasi	 IKD,	diperlukan	upaya	peningkatan	protokol	keamanan	data	dalam	sistem	
aplikasi	 ini.	 Salah	 satu	 langkah	yang	dapat	dilakukan	adalah	menerapkan	enkripsi	
data,	yaitu	pengamanan	data	pribadi	pengguna	dengan	kode	khusus	agar	tidak	dapat	
diakses	 oleh	 pihak	 yang	 tidak	 berwenang.	 Selain	 itu,	 otentikasi	 ganda	 juga	 dapat	
diterapkan	 untuk	 meningkatkan	 perlindungan	 akun	 pengguna	 dari	 potensi	
peretasan.	 Langkah	 ini	 akan	 membantu	 memperkuat	 keamanan	 akun	 dengan	
meminta	 pengguna	 untuk	 melakukan	 verifikasi	 tambahan	 ketika	 mereka	 akan	
mengakses	 aplikasi	 IKD.	 Penjelasan	 di	 atas	 diperkuat	 dengan	 hasil	 wawancara	 di	
kantor	pelayanan	kepada	petugas	operasional	administrator	database	bahwa:	

“Keamanan	 sudah	 dilindungi	 dari	 password,	 jadi	 setiap	 membuka	 dokumen	
atau	 mengganti	 tergantung	 password	 	 yang	 dibuat”	 (Wawancara	 dengan	 HWP,	
tanggal,	19	Desember	2024)	

Pemerintah	telah	berusaha	mengatasi	hal	ini	dengan	memperkenalkan	sistem	
keamanan	 data	 yang	 lebih	 canggih	 berupa	 password	 yang	 telah	 dilindungi	 oleh	
Kemendagri.	 Hal	 ini	 diungkapkan	 dalam	 hasil	 wawancara	 kepada	 petugas	
operasional	administrator	database	bahwa:	

“Untuk	memastikan	keamanan	data	terlindungi,	keamanan	sudah	dijamin	oleh	
dirgen	kemendagri	pusat	untuk	data,	serta	paka	password	jadi	setiap	orang	mempunya	
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password	yang	unik	dan	berbedai”	 (Wawancara	dengan	HWP,	 tanggal,	19	Desember	
2024)	

Sosialisasi	 tentang	 penggunaan	 password	 yang	 kuat,	 pentingnya	 tidak	
membagikan	 informasi	 akun,	 serta	 langkah-langkah	 keamanan	 lainnya	 juga	 dapat	
membantu	pengguna	melindungi	data	pribadi	mereka.	Dengan	adanya	perlindungan	
data	yang	lebih	kuat,	kepercayaan	masyarakat	terhadap	aplikasi	IKD	akan	meningkat,	
sehingga	 mereka	 lebih	 terdorong	 untuk	 menggunakan	 layanan	 digital	 ini	 dalam	
mengurus	administrasi	kependudukan	mereka.		
	
KESIMPULAN	DAN	SARAN		

Penerapan	 aplikasi	 Identitas	 Kependudukan	 Digital	 (IKD)	 di	 Dinas	
Kependudukan	dan	Pencatatan	Sipil	 (Disdukcapil)	Kabupaten	Tuban	menunjukkan	
potensi	besar	dalam	meningkatkan	aksesibilitas	dan	efisiensi	 layanan	administrasi	
kependudukan,	 namun	 masih	 menghadapi	 sejumlah	 tantangan	 terkait	 adopsi	
pengguna,	fungsionalitas	fitur,	hambatan	teknis,	dan	keamanan	data.	Adopsi	aplikasi	
ini	belum	merata	di	seluruh	lapisan	masyarakat,	terutama	di	wilayah	pedesaan,	yang	
disebabkan	oleh	rendahnya	literasi	digital	dan	keterbatasan	infrastruktur	 jaringan.	
Evaluasi	 terhadap	 fitur	 aplikasi	 juga	 menunjukkan	 adanya	 kebutuhan	 akan	
peningkatan	dalam	aspek	keandalan,	responsivitas,	dan	dukungan	layanan	pengguna	
yang	lebih	baik.	Selain	itu,	isu	keamanan	data	perlu	ditingkatkan	untuk	memastikan	
perlindungan	 informasi	 pribadi	 pengguna,	 yang	 merupakan	 aspek	 penting	 dalam	
membangun	 kepercayaan	 publik	 terhadap	 layanan	 e-Government.	 Oleh	 karena	 itu,	
pemerintah	perlu	memperkuat	sosialisasi	berupa	edukasi,	meningkatkan	pembaruan	
aplikasi,	serta	menjamin	keamanan	dan	aksesibilitas	yang	merata	agar	aplikasi	IKD	
dapat	dioptimalkan	untuk	mendukung	pelayanan	publik	yang	efektif	dan	efisien	di	
seluruh	daerah.	

Penelitian	 ini	 telah	 menunjukkan	 bahwa	 penerapan	 aplikasi	 Identitas	
Kependudukan	 Digital	 (IKD)	 di	 Kabupaten	 Tuban	 memiliki	 potensi	 besar	 dalam	
meningkatkan	 aksesibilitas	 dan	 efisiensi	 layanan	 administrasi	 kependudukan.	
Namun,	 terdapat	beberapa	kekurangan	dan	keterbatasan	yang	perlu	diperhatikan.	
Salah	 satu	 kekurangan	utama	 adalah	 keterbatasan	 jumlah	 sampel	 yang	digunakan	
dalam	penelitian	ini.	Dengan	menggunakan	pendekatan	kualitatif	dan	informan	yang	
terbatas,	hasil	penelitian	mungkin	belum	sepenuhnya	mencerminkan	kondisi	seluruh	
masyarakat	 Kabupaten	 Tuban,	 terutama	 di	 wilayah	 pedesaan	 yang	 memiliki	
keterbatasan	akses	internet.	

Penelitian	 ini	 juga	 menghadapi	 keterbatasan	 dalam	 penggunaan	 data	
sekunder.	Data	yang	digunakan	sebagian	besar	berasal	dari	 laporan	dan	dokumen	
resmi	 yang	mungkin	 tidak	 sepenuhnya	mencerminkan	 kondisi	 aktual	 di	 lapangan.	
Aspek	 teknis	 dari	 aplikasi	 IKD,	 seperti	 kapasitas	 server,	 stabilitas	 aplikasi,	 dan	
protokol	 keamanan	data,	 juga	belum	dieksplorasi	 secara	mendalam,	 yang	menjadi	
kendala	dalam	memahami	efektivitas	teknis	aplikasi	tersebut.	

Untuk	mengatasi	kekurangan	ini,	penelitian	di	masa	mendatang	disarankan	
untuk	 melibatkan	 lebih	 banyak	 informan	 dari	 berbagai	 latar	 belakang	 sosial,	
ekonomi,	dan	geografis	guna	memperoleh	gambaran	yang	lebih	komprehensif.	Selain	
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itu,	 penelitian	 lanjutan	 sebaiknya	 mendalami	 analisis	 teknis	 aplikasi,	 termasuk	
evaluasi	 kinerja	 server	 dan	 protokol	 keamanan	 data.	 Mengombinasikan	 metode	
kuantitatif	dengan	kualitatif	juga	dapat	memberikan	data	yang	lebih	akurat	dan	dapat	
diukur	mengena	tingkat	kepuasan	pengguna	serta	efisiensi	layanan.	

Studi	 longitudinal	 juga	 dianjurkan	 untuk	memantau	 perkembangan	 adopsi	
dan	efektivitas	aplikasi	IKD	dari	waktu	ke	waktu,	serta	dampaknya	terhadap	kualitas	
layanan	publik.	Dengan	memperhatikan	kekurangan	dan	keterbatasan	ini,	penelitian	
di	masa	depan	diharapkan	dapat	memberikan	wawasan	yang	 lebih	mendalam	dan	
solusi	 yang	 lebih	 komprehensif	 untuk	mengoptimalkan	 implementasi	 aplikasi	 IKD	
dan	layanan	e-Government	lannya.	
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